
GilBER\TR GOF.OI{TAX,O

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GoRISNTALO
NoMoR Cj_ TAHUN 2org

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEI,AKSANA TEKNIS DINASBALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG P]ROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. E}SA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2013 tentang organisasi dan Tata Kerjre Dinas Daerah. provinsi
Gorontalo, dipandang perlu membenttrk organisasi cran Tata
Kerja unit pelaksana Teknis Dinas Balai pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang provinsi Gorontzrlo,;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan setragaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan ciubernur
Gorontalo tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai pengujian dan sertifikasi Mutu
Barang Provinsi Gorontalo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l9T,,I tentang pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun lgT4
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3390);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian

(lembaran Negara Republik Indonesia 'lb.hun lgg4 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo:nesia Nomor s27al;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Lggg terrtang Ianangan praktek

Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat di Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun lggg Nomor 33,
Tambahan l-embaran Negara Republik Inclonesia Nomor 3s17);
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4. urrdang-undang Nomor 8 Tahun rggl) tentang perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republih lndonesia Tahun rggg
Nomor 42, Tambahan Lembaran Neg;ar.a Republik l.ndonesia
Nomor 382 1);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pemhentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik .r.ndonesia
Tahun 20oo Nomor 258, Tambahan Lerarbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a060);

6. undang-undang Nomor 1T Tahun ilOrl3 tentang l.leuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Neggar.a Republik lnclonesia
Nomor a2861;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo,4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg;ara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah beberarpzl kali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2oog tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nlomor s2 Tahurt 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamtrahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor agaal

8. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oa'4 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 443g);

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2ori. tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2orl Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 lfahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-barang daiam per.rigawasan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1962 l\lomor 46, Tambahein
Lembaran Negara Republik Indonesia Norror 24Tg) sebagaima'a
telah diubah dengan peraturan pe:merintah Nomo:r 19
Tahun 2oo4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4
Nornor 68, Tambahan Lembaran Nega:ra Republik Indonesia
Nomor a4o2l;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 20o0 tentang standar
Nasional (Lembaran Negara Republik Indlonesia Tahun 2o0o
Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra
Nomor a0201;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor sg r,ahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200s Nomor 140, Tambahan Lembaran Nes:ara
Republik Indonesia Nomor a17gl;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oar tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara pemerinteth, pemerintphan Daerah
Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lernbaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oar Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N'mor arsrl;

14' Per:aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oor tentang organisasi
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Rep'blik Indonesiia Tah.un
2oo7 Nomor 85, Tambahan Lembier*n Negara Reputrrik
Indonesia Nomor a7ae;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2o1l] tentang organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Gororrta.lo (Lembaran Dae'ah
Provinsi Gorontaio Tahun 2orz Nomor 12, Tambaha.n Lembar.an
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TE]\IT.ANG PEMBEN].UK/\N
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELI\KSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTLI BARANG PROVINSI
GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksucl drengan :
1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah pen.ye.lenggaraan urusa.n

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DpRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas_
luasnya dalam sistem dan prinsip Negarzr Kesatuan Retrlublik
Indonesia sebagaimana dimaksud daLam rundang- unclang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupali, atau walik'ta, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelen.ggara pemerlnlahan
daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer:air Provinsi Gororrtalo.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, uMICu, perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Gorontalo.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnyra rJisingkat TJPTD ada.lah

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penguqjiem dan Sertifikasi Mutu
Barang Provinsi Gorontalo pada Dinas x.operasi, F,erindustrian
dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai pengujia.n dan
Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanLa teknis
operasional Dinas yang dipimpin oleh seora,ng Kepala yang bererda
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepa.la, Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

(1) unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas;

(2) Melaksanakan kebijakan teknis pemeriksaan, penguj:ian dan
sertifikasi mutu barang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

untuk menyelenggarakan tugas sebagairrrana dimaksud dalam
Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Ferrgujian dan Sertifikzrsi
Mutu Bzrrang mempunyai fungsi :

a. menl'Lrsun rencana dan prograrn penyelenggaraan penguiia.n dan
Sertifikasi Mutu Barang;

b. melaksanakan pengujian dan
impor sesuai ketentuan dan
undangan yang berlaku;

4

sertifikasi. rmutu barang ekspor
syarat tekn.is serta pemndang-

\,
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c. melaksanakan koordinasi dengan insta.nsi laboratorium terkait
dalam rangka uji banding;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan :mutu barang.

BAE} IV

ORGANISASI

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mut'u Barsng

terdiri atas;

a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan Teknis;

d. Seksi Jaminan Mutu.

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknirs Balai pengujian dan
sertifikasi Mutu Barang provinsi Gorontalo sebagaimana
tercantum pada lampiran dan merupaka'bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala Balai

Pasal 7
(i) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala .Ba,lai bertanggu.ngiawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Keperla Balai wajib menerapkan prinsip k.oordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik daiam lingkungan Balai maupun instansi teklis
terkait lainnya.

Pasal 8
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dala.m
Pasal 7 Kepala Balai mempunyai fungsi :
a. merencanakan sasaran dan kebijakan pe,ngembangan pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang;

b. pengawasan pelaksanaan program dan I{egiatan di lingkungan
Balai;

c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan
Program dan Kegiatan di lingkungan Balai;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang
kebijakan bidang Pengujian dan Sertifikasri iMutu Barang melalui
Kepala Dinas.
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Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

sub Bagian Tata usaha mempunyai tugasi memberikan pelayanan
teknis administrasi di lingkungan Batai,

Pasal 10
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimeina dimaksud dalam
Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai lungsi :
a. menr5rusun rencana di bidang ketatausaheran;

b. menyiapkan hasii rencana serta program kegiatan Balai pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang;

c. menyiapkan dan mengawasi urusan a<lrrrinistrasi kepegawaian
dan adminstrasi keuangan;

d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga clan
perlengkapan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/labora.torium
terkait;

f. mengkoordinasikan peraksanaan kegiatan diL lingkungem Elalai;
g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi

hasil. kegiatan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasa-l 11
seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan prograrn pengelolaan standar perrgujian muttr barang.

Pasal 12
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimLama dimaksud da-lam
Pasal 11 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai lfungsi :
a. men'1irusun rencana dan program pelaksemaan kegiatem yang

berkaitan dengan teknik pengujian mutu;
b. menghimpun dan memahami ketentua.n dan aturan teknis

lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tu6Jas;
c. membantu pelaksanaan pemeriksaan dzrn pengujian, mutu

barang;

d' membantu pengkoordinasian dengan instarlsi atau laboratorium
pengujian terkait;

e. membantu pelaksanaan kalibrasi aiat-alat pengujian;
f. mengS-lmpul, mengolah, menganalisis dan mr3ngevaluasi kegiatan

pelayanan teknis.

\l
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Bagian Keempat

Seksi Jaminan Mutu

Pasal 13
seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyLlsutlan
dan pelaksanaan program pengawasan mutu dan jaminan mutu hasil
pengujian.

Pasal 14
Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksucl dalam
Pasal 13 Seksi Jaminan Mutu mempunyai fung,si :
a. merr]rusun rencana dan program pelaksanaan kegiatern y€rng

berkaitan dengan jaminan mutu;
b. mennbantu melaksanakan pembinaan, p€:ngawasan mutu dan

sertifikasi;

c. membantu melaksnanakan bimbingan dan :pen1ruluhan;
d. menyiapkan bahan pengkoordinasian denggn instansi rai'

terkait dengan jaminan mutu dan sertifikzrsi;
e. mengumpul dan mengolah, menganalisis

kegiatan jaminan mutu.
dan mengevaluasi

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Keperla Balai adalah jabatan eselon IIIa diangk't dan
diber:hentikan oieh Kepala Daerah atas .usul Sekretaris Daerah
Provinsi sesuai peraturan perundang-undernlgan;
Pejatrat-pejabat lainnya di lingkungan B,alai diangkat dan
diberhentikan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubern.ur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan l3eJlanja Daerah lFyovinsi
Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada sa.at Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,, pena.ruran
Gubernur Gorontaro Nomor 6 Tahun 20og terntang pembe'tukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksaner 'Ieknis 

Dinas, Balai
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Pro:rirrsi Gorontalo (Serita
Daerah Provinsi Gorontaro Tahun 2o0g Nomor 6) dicabut dan
dinyatak:an tidak berlaku.

yang

( 1 )

(2)

\T
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Pasal 18
PeratuLran Gubernur ini muiai berlaku pada ta:nggal ditetapkan.
Agar rsetiap orang mengetahuinya memerintahkan pengu:ndangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Be:rita
Daerah Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PRO'WNSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 67
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LAMPIRAN PERATURAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

GUBERNUR GORONTALO
i r  TAHUN 2OI3
3i '  J, : : :c:- , ' :cr  2OI3

PEMBENTUKAN ORGANISASI I}A]\I TATA KER.JA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS I3ALAI PENGUJI,AN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI GORONTAI-O
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